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12 Fakultas Syariah Abstrak 

Universitas Islam Negeri Undang- Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas 

Sultan Aji Muhammad dan Angkutan Jalan yang memiliki tujuan untuk 

Idris Samarinda meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna 

 jalan, termasuk pengguna jalur sepeda. Namun masih 

 adanya permasalahan yang muncul akibat alih fungsi lajur 

 oleh parkir liar dan Pedagang Kaki Lima (PKL). Tujuan 

Corresponding Author: penelitian ini dilakukan untuk mengetahui upaya yang telah 

Vivit Fitriyanti dilakukan oleh pemerintah   dalam   memenuhi   hak-hak 

vivitfitriyanti@gmail.com pengguna lajur pesepeda, mengidentifikasi faktor-faktor 

 penghambat dalam implementasi undang-undang tersebut, 

 dan menganalisis melalui perspektif Siyasah Dusturiyah. 

 Menggunakan metode penelitian yuridis empiris (Empirical 

Kata Kunci: Undang- legal Research) kualitatif deskriptif. Dengan pendekatan 

Undang Nomor 22 Tahun undang- undang dan sosiologis. Hasil penelitian yang 

2009, Siyasah Dusturiyah, pertama, upaya pemerintah dalam memenuhi hak pesepeda 

Lajur Pesepeda, Kota di Kota Balikpapan melalui pembuatan kebijakan regulasi, 

Balikpapan. perencanaan dan pembangunan, pengaturan lalu lintas, dan 

 sosialisasi kepada masyarakat. Kedua, faktor penghambat dan 

 kendala implementasi Undang- Undang nomor 22 tahun 

 2009 tentang Lalu   Lintas   dan   Angkutan   Jalan   yaitu 

 kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat, 

 infrastruktur yang kurang memadai, lemahnya penegakkan 

 hukum, dan kurangnya komunikasi. Dan ketiga, Perspektif 

 Siyasah Dusturiyah sudah tercermin terhadap nilai- nilai 

 Siyasah Syar’iyyah melalui tiga kekuasaan yaitu: 1). Al-Sulthah 

 al-Tasri’iyyah yaitu Perda Kota Balikpapan nomor 7 tahun 

 2022 tentang Penyelenggaraan Transportasi, 2). Al-Sulthah al- 
 tanfidziyah, Pelaksanaan peraturan oleh Dinas Perhubungan, 

 Badan Pengelolaan Transportasi Darat, Satpol pp dan 

Satlantas Kota Balikpapan dan 3). Al-Sulthah al-qadha‟iyah 

 wilayah Hisbah Dinas Perhubungan dan  wilayah Qadha 

 Peradilan Negeri Kota Balikpapan. Namun dalam 

 Implementasinya di Kota Balikpapan masih perlu 
 ditingkatkan lagi dalam mengatasi masalah alih fungsi lajur 
 oleh parkir liar dan PKL. 
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I. PENDAHULUAN 

Pada era globalisasi, transportasi menjadi unsur yang berfungsi sebagai urat 

nadi kehidupan dan perkembangan ekonomi, sosial, politik, dan mobilitas penduduk. 

Salah satu bentuk transportasi darat yang umum digunakan untuk skala kecil, 

rekreasi, dan sarana di perkampungan baik di kota maupun di desa adalah sepeda. 

Selain sebagai alat transportasi, bersepeda juga menjadi salah satu hobi yang banyak 

diminati oleh masyarakat dan menjadi gaya hidup bagi sebagian orang di kota.1 

Dengan masih tingginya penggunaan sepeda, beberapa kota menyediakan jalur 

khusus sepeda untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna sepeda 

dalam beraktivitas sehari-hari. Di Kota Balikpapan, jalur khusus sepeda telah 

disediakan sebagai langkah implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memberikan perlindungan hukum bagi 

pengguna sepeda. 

Namun, implementasi jalur khusus sepeda ini belum berjalan secara optimal. 

Beberapa jalur sepeda di Kota Balikpapan mengalami alih fungsi menjadi tempat 

berjualan bagi pedagang kaki lima dan tempat parkir kendaraan bermotor. Hal ini 

menimbulkan ketidaknyamanan dan bahaya bagi para pengguna sepeda, karena 

mereka terpaksa berbagi lajur dengan kendaraan bermotor. Kondisi ini menciderai 

hak-hak para pengguna sepeda yang dijamin oleh peraturan hukum. 

Istilah siyasah, berasal dari kata sasa, mengatur, mengurus, dan memerintahkan 

pemerintahan, serta membuat rencana. Tujuan siyasah, menurut penafsiran linguistik 

ini, adalah untuk mengatur, mengurus, dan menetapkan kebijakan tentang sesuatu 

yang bersifat politis untuk menutupi sesuatu. Terlepas dari kenyataan bahwa kata 

siyasah (politik) tidak muncul dalam al-Qur'an, Islam mengakui pengertia dan etika 

politik. Islam menerima pengertian kepemimpinan dan pemerintahan, yang juga 

dikenal sebagai siyasah syar'iyyah, yang merupakan konsep politik internal  wyang 

wmengatur whubungan wantara wpemimpin wdan wrakyat, wtermasuk wprinsip wsuksesi 

wkepemimpinan.2 wPenelitian wini wakan wmemperhatikan wperspektif wSiyasah 

wDusturiyah, wyang wmembahas wmasalah wperundang-undangan wnegara wdan wprinsip-

prinsip wdasar wterkait wbentuk wpemerintahan, wpembagian wkekuasaan, wdan whubungan 

wantara wpemerintah wdan wwarga wnegara. wDalam wSiyasah wDusturiyah, wpemerintah 

wyang wbaik wharus wmengedepankan wkepentingan wumat wdan wmelindungi whak-hak 

wwarga wnegara, wtermasuk whak-hak wpara wpengguna wlajur wsepeda. 

 

 

 

 
 

1 Siti wFatimah,Pengantar wTransportasi, w(Ponogoro, wMyria wPublisher, w2019)h.17 
2 Ashar wPagala, wPolitik wTranssaksiona wImplikasinya wTerhadap wDemokrasidi wKalimantan wTimur 

wDalam wTinjauan wSiyasah wSyar’iyyah,(Palembang:Bening wMedia wPublishing,2021) wh.115 
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Tujuan wpenelitian wini wadalah wuntuk wmengetahui wupaya wpemerintah wterhadap 

wpemenuhan whak wPesepeda wdi wKota wBalikpapan, wfaktor wpenghambat watau wkendala 

wyang wdihadapi wdalam wimplementasi wUndang- wundang wlalu wlintas wdan wangkutan wjalan 

wNomor w22 wTahun w2009 wterhadap wpengguna wjalur wpesepeda wdi wKota wBalikpapan, wdan 

wperspektif wSiyasah wDusturiyah wterhadap wimplementasi wUndang- wundang wnomor w22 

wtahun w2009 wtentang wLalu wlintas wdan wangkutan wjalan wbagi wpengguna wjalur wpesepeda. 

wMelalui wpenelitian wini wdiharapkan wdapat wdiidentifikasi wfaktor wpengahmbat wdalam 

wimplementasi wundang-undang, wdan wmemberikan wrekomendasi wuntuk 

wmeningkatkan wperlindungan wdan wpemenuhan whak wpara wpengguna wlajur wsepeda 

wguna wmenciptakan wsistem wtransportasi wyang wnyaman, waman, wefisien, wdan 

wterintegrasi wantar wmoda wtransportasi. 

Pada wpenelitian wkali wini wpenulis wmenggunakan wmetode wpenelitian wlapangan, 

wpenelitian wlapangan wmerupakan wsebuah wpenelitian wyang wdigunakan wdalam 

wmengungkapkan wpermasalahan wdalam wkehidupan wkemasyarkatan wsecara 

wlangsung3yang wdimana wpada wpenelitian wini wmengambil wdata wdari wlapangam watau 

wfield wresearch, wdengan wpendekatan wyuridis wsosiologis wdan wundang- wundang. wDalam 

wpengumpulan wdata wsumber wdata wyang wakan wdigunakan wdalam wpenelitian wini wyaitu 

wdata wprimer, wsekunder wdan wdata wtersier wdalam wpenelitian wini wpengumpulan wdata 

wdilakukan wdngan wcara wobservasi, wwawancara wdan wdokumentasi. wAda wbeberapa 

wtahapan wyang wdigunakan wdalam wteknik wanalisis wdata wdiantaranya wialah 

wpengumpulan wdata, wreduksi wdata, wpenyajian wdata, wdan wpenarikan wkesimpulan. 

II. PEMBAHASAN 

wTeori wImplementasi wUndang- wundang 

Teori wImplementasi wKebijakan wmenurut wGeorge wEdward wIII, wfaktor-faktor 

wyang wmendukung wimplementasi wkebijakan. wPertama, wKomunikasi 

w(Communication). wTerdapat wtiga wpembahasan wpenting wdalam wproses wkomunikasi 

wkebijakan, wyaitu wtransmisi, wkonsistensi, wdan wkejelasan w(clarity). wTransmisi 

wmerupakan wFaktor wpertama wyang wmendukung wimplementasi wkebijakan. wSebuah 

wpemerintahan wyang wmengimlementasikan wkeputusan wharus wmenyadari wbahwa 

wsuatu wperintah wuntuk wpelaksanaanya wtelah wdikeluarkan wdan wsuatu wkeputusan wtelah 

wdibuat. wKemudian wKejelasan, wKomunikasi wyang wjelas wdan wkewajiban wmenerima 

woleh wpara wpelaksana wkebijakan wakan wpetunjuk-petunjuk wpelaksanaan wkebijakan. 

wDan wkonsistensi, wyaitu wImplementasi wkebijakan wdapat wberlangsung wefektif, wbila 

wperintah-perintah wpelaksanaan wharus wkonsisten wdan wjelas. wKedua, wResources wyaitu 

wterdapat wsumber- wsumber wpenting wyang wmendukung wimplementasi wkebijakan 

wKetiga, wDisposition wyaitu wKecenderungan wtingkah wlaku wyang wdimiliki wpelaksana 

wdapat wmenjadi wkonsekuensi- wkonsekuensi wpenting wbagi wimplementasi wkebijakan 

wyang wefektif. wKeempat, wBureucratic wStructure. wBirokrasi wadalah wsalah wsatu wbadan 

wyang wsecara wkeseluruhan wbahkan wpaling wsering wmenjadi wpelaksana wkebijakan, wbaik 

witu wstruktur wpemerintah wdan wjuga worganisasi- worganisasi wswasta. 
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Sejarah wLahirnya wUndang- wundang wnomor w22 wtahun w2009 

Masa wPemerintahan wHindia wBelanda wpada wtahun w1933 wmemperkenalkan 

w"Werverkeersordonnantie" w(Peraturan wLalu wLintas) wmelalui wStaatsblad w1933 wNomor 

w86. wPeraturan wini wmengatur wtentang wlalu wlintas wdan wangkutan wjalan wdi wwilayah 

wtersebut. wNamun, wseiring wberjalannya wwaktu, wperaturan wini wtidak wlagi wmemenuhi 

wtuntutan wyang wberkembang, wdan wpada wtahun w1940, wperaturan wini wmengalami 

wperubahan wdalam wStaatsblad w1940 wNomor w72. 

Setelah wkemerdekaan wIndonesia, wpada wtahun w1951, 

w"Werverkeersordonnantie" wmengalami wperubahan wmelalui wUU wNo. w3 wTahun w1951 

wtentang wPerubahan wdan wTambahan wUndang-Undang wLalu wLintas wJalan 

w(Werverkeersordonnantie, wStaatsblad w1933 wNo. w86). wPerubahan wini wmencerminkan 

wkebutuhan wbaru wdalam wmengatur wlalu wlintas wdan wangkutan wjalan wdi wIndonesia. 

Selang w15 wtahun wkemudian, wpada wtahun w1965, wPemerintah wIndonesia 

wmengeluarkan wUU wNo. w3 wTahun w1965 wtentang wLalu wLintas wdan wAngkutan wJalan. wIni 

wadalah wundang-undang wpertama wyang wsecara wkomprehensif wmengatur wlalu wlintas 

wdan wangkutan wjalan wdi wIndonesia wsetelah wkemerdekaan. wUndang-undang wini 

wdisetujui woleh wPresiden wSoekarno wdan wDewan wPerwakilan wRakyat wGotong wRoyong 

w(DPR wGR) wsebagai wwujud wkerjasama. 

Kemudian, wterjadi wperubahan watas wUU wNo. w3 wTahun w1965 wmelalui wUndang- 

wUndang wNomor w14 wTahun w1992. wUndang-undang wini wmengakui wperan wstrategis 

wtransportasi wdalam wpembangunan wnasional, wtermasuk wdalam wkonteks 

wkeberlanjutan wlingkungan. 

Setelah wberlalu wbeberapa wwaktu wdan wdengan wsemangat wreformasi, wpada 

wtahun w2009, wdiberlakukan wUndang-Undang wNo. w22 wTahun w2009 wtentang wLalu 

wLintas wdan wAngkutan wJalan wsebagai wbentuk wperubahan watas wUU wNo. w14 wTahun 

w1992. wUndang- wundang wini wmengakui wbahwa wlalu wlintas wdan wangkutan wjalan 

wmemiliki wperan wstrategis wdalam wmendukung wpembangunan wdan wintegrasi wnasional 

wserta wmeningkatkan wkesejahteraan wumum. 

Jadi, wselama wbeberapa wdekade, wperaturan wtentang wlalu wlintas wdan wangkutan 

wjalan wdi wIndonesia wtelah wmengalami wsejumlah wperubahan wdan wpenyempurnaan 

wuntuk wmengakomodasi wperkembangan wkebutuhan wtransportasi wdi wnegara wini. 

wUndang- wUndang wNo. w22 wTahun w2009 wadalah wsalah wsatu wlangkah wpenting wdalam 

wregulasi wlalu wlintas wdan wangkutan wjalan wdi wIndonesia wyang wmelihat wperan wstrategis 

wtransportasi wdalam wpembangunan wnasional. 

Lalu wLintas wDan wAngkutan wJalan wMenurut wUndang- wUndang wNomor w22 wTahun w2009 

Lalu wlintas w(traffic) wadalah wkegiatan wgerak wkendaraan watau wlalu wlalang, worang, 

watau whewan wdi wjalanan. wAngkutan w(transport) wadalah wkegiatan wperpindahan worang 

wdan wbarang wdari wsatu wtempat w(asal) wke wtempat wlain w(tujuan) wdengan wmenggunakan 

wsarana w(kendaraan). 

Sedang w Lalu w Lintas w dan w Angkutan w Jalan w menurt w Undang- w undang w nomor 

w 22 
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tahun w2009 wadalah wsatu wkesatuan wsistem wyang wterdiri watas wLalu wLintas, wAngkutan 

wJalan, wJaringan wLalu wLintas wdan wAngkutan wJalan, wPrasarana wLalu wLintas wdan 

wAngkutan wJalan, wKendaraan, wPengemudi, wPengguna wJalan, wserta wpengelolaannya. 

Lalu wLintas wdi wdalam wUndang-undang wNo. w22 wtahun w2009 wdidefinisikan 

wsebagai wgerak wkendaraan wdan worang wdi wruang wlalu wlintas wjalan, wsedang wyang 

wdimaksud wdengan wruang wlalu wlintas wjalan wadalah wprasarana wyang wdiperuntukkan 

wbagi wgerak wpindah wkendaraan, worang, wdan/atau wbarang wyang wberupa wjalan wdan 

wfasilitas wpendukung. wOperasi wlalu wlintas wdi wjalan wraya wada wempat wunsur wyang wsaling 

wterkait wyaitu wpengemudi, wkendaraan, wjalan wdan wpejalan wkaki. 

Pengertian wlain wdari wlalu wlintas wadalah wgerak watau wpindah wkendaraan, 

wmanusia, wdan whewan wdi wjalan wdari wsuatu wtempat wke wtempat wlain wdengan 

wmenggunakan walat wgerak. wAngkutan wadalah wperpindahan worang wdan/atau wbarang 

wdari wsatu wtempat wke wtempat wlain wdengan wmenggunakan wKendaraan wdi wRuang wLalu 

wLintas wJalan. 

Maka wdemikian, wlalu wlintas wdan wangkutan wadalah wdua whal wyang wslalu wmuncul 

wserentak, wtidak wdapat wdipastikan, wkehadiran wyang wsatu wadalah wakibat wkehadiran 

wyang wlain, wkarena wlalu wlintas wjuga wdiakibatkan woleh wadanya wkegiatan wangkutan. 

 

. w Dasar wHukum wPelaksanaan wLajur wPesepeda 

Terdapat wbeberapa wperaturan wperundang-undangan wyang wmenjadi wdasar 

wdalam wpenyediaan wjalur wyang wada wdi wIndonesia wterdiri watas w: 

1. Undang-Undang wRI wnomor w22 wtahun w2009 wtentang wLalu wLintas wdan wAngkutan wJalan. 

a. Pasal w45 wayat w(1). w“Fasilitas wpendukung wuntuk wpenyelenggaraan wlalu wlintas 

wdan wangkutan wjalan wmeliputi wtrotoar, wmobil, wlajur wsepeda, wtempat 

wpenyeberangan wpejalan wkaki, whalte wdan watau wfasilitas wkhusus wbagi wpenyandang 

wcacat wdan wmanusia wusia wlanjut.” 

b. Pasal w62 wayat w(1) wdan w(2). w(1) wPemerintah wharus wmemberikan wkemudahan 

wberlalu wlintas wbagi wpesepeda. w(2) wPesepeda wberhak watas wfasilitas wpendukung 

wkeamanan, wkeselamatan, wketertipan, wdan wkelancaran wdalam wberlalu wlintas. 

c. Pasal w106 wayat w(2). w“Setiap worang wyang wmengemudikan wKendaraan wBermotor 

wdi wJalan wwajib wmengutamakan wkeselamatan wPejalan wKaki wdan wpesepeda.” 

d. Pasal w284. w“Setiap worang wyang wmengemudikan wKendaraan wBermotor wdengan 

wtidak wmengutamakan wkeselamatan wPejalan wKaki watau wpesepeda wsebagaimana 

wdimaksud wdalam wPasal w106 wayat w(2) wdipidana wdengan wpidana wkurungan 

wpaling wlama w2 w(dua) wbulan watau wdenda wpaling wbanyak wRp500.000,00 w(lima 

wratus wribu wrupiah).” 

2. Peraturan wPemerintah wRI wNomor w79 wTahun w2013 wTentang wJaringan wLalu wLintas 

wdan wAngkutan wJalan wPasal w26. w“Setiap wjalan wyang wdigunakan wuntuk wlalu wlintas 

wumum wwajib wdilengkapi wdengan wperlengkapan wjalan wberupa wRambu wLalu 

wLintas, wMarka wJalan, wAlat wPemberi wIsyarat wLalu wLintas, walat wpenerangan wjalan, 

walat wpengendali wdan wpengaman wPengguna wJalan, walat wpengawasan wdan 

wpengamanan wjalan, wfasilitas wuntuk 
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sepeda, wPejalan wKaki, wdan wpenyandang wcacat, wdan wfasilitas wpendukung wkegiatan 

wlalu wlintas wdan wangkutan wjalan wyang wberada wdi wjalan wdan wdi wluar wbadan wjalan.” 

3. Peraturan wMenteri wPerhubungan wRepublik wIndonesia wNomor w59 wTahun w2020 

wTentang wKeselamatan wPesepeda wdi wJalan wPasal w11 wayat w2. w“Fasilitas wpendukung 

wuntuk wSepeda wsebagaimana wdimaksud wpada wayat w(1) wberupa wLajur wSepeda 

wdan/atau wJalur wyang wdisediakan wsecara wkhusus wuntuk wpesepeda wdan/atau wdapat 

wdigunakan wbersama-sama wdengan wpejalan wkaki.” 

4. Peraturan wDaerah wKota wBalikpapan wNomor w12 wTahun w2012 wTentang wRencana 

wTata wRuang wWilayah wKota wBalikpapan w2013- w2023. 

a. Pasal w28 whuruf wg. wSistem wjaringan winfrastruktur wperkotaan wsebagaimana 

wdimaksud wdalam wPasal w24 whuruf wd wadalah wjalur wsepeda. 

b. Pasal w35 wJalur wsepeda wsebagaimana wdimaksud wdalam wPasal w28 whuruf wg, wmeliputi: 

(a) Jalan wJenderal wSudirman; w(b) wJalan wAhmad wYani; w(c). wJalan wMarsma 

wIswahyudi; wdan w(d) wJalan wMT wHaryono. 

5. Peraturan wDaerah wKota wBalikpapan wNomor w7 wTahun w2022 wTentang 

wPenyelenggaraan wTransportasi wpasal w65. 

(1) Setiap wJalan wyang wdigunakan wuntuk wlalu wlintas wumum wwajib wdilengkapi 

wdengan wperlengkapan wjalan wberupa wfasilitas wuntuk wpesepeda. 

(2) Pemerintah wDaerah wharus wmemberikan wkemudahan wberlalu wlintas wbagi 

wpesepeda wdengan wmenyediakan wdan wmembangun wfasilitas wuntuk wsepeda 

wberupa wlajur wkhusus wsepeda wdan wParkir wkhusus wsepeda. 

(3) Setiap wBadan wUsaha wpengelola wwajib wmenyediakan wdan wmembangun wfasilitas 

wuntuk wpesepeda wberupa wParkir wkhusus wsepeda wyang wditempatkan wpada 

wfasilitas wruang wParkir wkegiatan: w(a) wperkantoran; w(b) wpusat wperdagangan watau 

wperbelanjaan;(c) wpendidikan;(d) wpelayanan wumum; w(e) wgedung wpertemuan; 

w(f)Parkir wuntuk wumum; w(g) wrestauran, wrumah wmakan watau wcafe;(h) wtempat 

wolah wraga;(i) wtempat wibadah; wdan w(j) wsimpul wtransportasi. 

(4) Pemerintah wDaerah wdapat wmengikutsertakan winstansi, wBadan wdan 

wperorangan wdalam wpembangunan wfasilitas wuntuk wpesepeda. 

(5) Lajur wsepeda wsebagaimana wdimaksud wpada wayat w(2) wdapat wberupa: w(a) 

wberbagi wjalan wdengan wKendaraan wBermotor;(b) wmenggunakan wbahu wJalan; w(c) 

wlajur wkhusus wyang wberada wpada wbadan wJalan; watau w(e) wlajur wkhusus wterpisah 

wdengan wbadan wJalan. 

(6) Dalam whal wtidak wtersedia wlajur wkhusus wsepeda wpada wJalan wumum, wtrotoar 

wuntuk wPejalan wKaki wdapat wdigunakan wbersama-sama wdengan wpesepeda wpada 

wkecepatan wkurang wdari w20 wkm/jam w(dua wpuluh wkilometer wper wjam) wdengan 

wmemperhatikan wkeselamatan wPejalan wKaki wdan wkapasitas wyang wmemadai. 

(7) Dalam whal wtidak wtersedia wfasilitas wpenyeberangan wpesepeda wpada wjalan 

wumum, wtempat wpenyeberangan wPejalan w Kaki wdapat w digunakan wbersama-

sama w sebagai 
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tempat wpenyeberangan wpesepeda. 

(8) Penetapan wfasilitas wuntuk wsepeda wsebagaimana wdimaksud wpada wayat w(2) wdan 

wayat w(3) wditetapkan wdengan wKeputusan wWali wKota, wberdasarkan wanalisa 

wteknis wDinas wPerhubungan. 

(9) Penetapan wfasilitas wuntuk wpesepeda wsebagaimana wdimaksud wpada wayat w(1) 

wdan wayat w(2) wditindaklanjuti wdengan wpemasangan wrambu wdan wmarka wJalan. 

 

Siyasah wDusturiyah wdan wRelevansinya wterhadap wUndang-undang wNomor w22 

wTahun w2009 wTentang wLalu wLintas wdan wAngkutan wJalan 

Fiqih w wSiyasah w w( يسايسلا  w w هقفلا ) w wadalah w wgabungan w wdari w wdua w wunsur w wkata w watau w 

wkalimat wmajemuk wyang wterdiri wdari wdua wsuku wkata, w yaitu w"fiqih" wdan w"al-siyâsah". 

wSecara wetimologi, w"fiqih" wberasal wdari wkata w"faqaha", wyang wberarti wpemahaman. 

wDalam wkonteks wini, w"fiqih" wmengacu wpada wupaya wmemahami wdengan wmendalam wdan 

wakurat, wtermasuk wpemahaman wtentang wtujuan, wucapan, wdan wtindakan wtertentu. 

w Secara wterminologi, w"fiqih" w diartikan w sebagai w ilmu w tentang w hukum-hukum 

w syariah w yang w dipahami w dan wditemukan wdari wdalil-dalil wyang wrinci. 

Sementara witu, w"siyasah" wadalah wbentuk wmasdar watau wkata wbenda wabstrak 

wdari wkata w"sasa", wyang wberarti wmengatur. wDalam wkonteks wini, w"siyasah" wmengacu 

wpada wtindakan wmengatur watau wmengelola wyang wmemiliki wtujuan wuntuk wmencapai 

wkemaslahatan wdan wmenjauhkan wdari wkemudharatan. wSecara wterminologi, w"siyasah" 

wdiartikan wsebagai wsegala wperbuatan wyang wmembawa wmanusia wkepada 

wkemaslahatan wdan wmenjauhkan wdari wkemudharatan. 

Fiqih wSiyasah, wjuga wdikenal wsebagai wSiyasah wSyar'iyyah, wadalah wilmu wyang 

wmenggabungkan wpemahaman whukum-hukum wsyariah wdengan wtindakan-tindakan 

wyang wmengatur wdan wmengurus wmanusia wdalam wkehidupan wbermasyarakat wdan 

wbernegara. wIni wtermasuk wpengaturan wdalam wbidang wpolitik, whukum, wekonomi, 

wperadilan, wkebijakan wluar wnegeri, wadministrasi wnegara, wdan wsebagainya. wFiqih 

wSiyasah wmengacu wpada wprinsip-prinsip wsyariah wIslam wdalam wpengambilan 

wkebijakan wdan wpelaksanaan wpemerintahan, wdengan wtujuan wuntuk wmencapai 

wkemaslahatan wumum wdan wmenjauhkan wdari wkemudharatan. 

Ruang wlingkup wFiqih wSiyasah wdapat wmencakup wbeberapa waspek, wseperti: 

1. Siyasah wDusturiyyah w(Kebijaksanaan wTentang wPeraturan wPerundang- 

wUndangan): wMembahas wtentang wkonstitusi, wlegislasi, wperadilan, wdan 

wadministrasi wpemerintahan, wserta wmenciptakan wperundang-undangan 

wyang wsesuai wdengan wprinsip-prinsip wsyariah. 

2. Siyasah wDauliyyah w(Kebijaksanaan wHubungan wLuar wNegeri watau 

wInternasional): wMencakup whubungan wnegara wIslam wdengan wnegara-negara 

wlain, wtermasuk wdiplomasi wdan wkebijakan wluar wnegeri. 

3. Siyasah w Mâliyyah w (Kebijaksanaan w Ekonomi w dan w Moneter): 

w Melibatkan 

kebijakan wekonomi, wperdagangan winternasional, wdan waspek-aspek wkeuangan w w 

w w 
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negara. 

4. Siyasah 'Idâriyyah (Kebijaksanaan Administrasi Negara): Membahas 

wtentang wadministrasi wpemerintahan wdan wtata wkelola wnegara. 

5. Siyasah w Qadlâ`iyyah w (Kebijaksanaan w Peradilan): w Berkaitan w dengan 

w sistem wperadilan wdan wpenegakan whukum. 

6. Siyasah w Harbiyyah w (Politik w Peperangan): w Menyelidiki w etika w berperang 

w dan wtata wcara wperang wdalam wkonteks wsyariah. 

7. Siyasah w Tanfîdziyyah w (Politik w Pelaksanaan w Undang-Undang): 

w Melibatkan wpelaksanaan wundang-undang wdan wregulasi wyang wada. 

Fiqih wSiyasah wmemiliki wrelevansi wdalam wmengatur wtransportasi wdan wlalu 

wlintas wdengan wmemperhatikan wkemaslahatan wumum wdan wprinsip-prinsip wsyariah. 

wIni wtermasuk wdalam wpembuatan wundang-undang wtentang wlalu wlintas wdan wangkutan 

wjalan, wpenegakan whukum wterhadap wpelanggar waturan wlalu wlintas, wdan wtindakan-

tindakan wpemerintah wdalam wmemastikan wkeselamatan wdan wketertiban wdi wjalan wraya. 

 

Hasil wdan wPembahasan 

Gambaran wUmum wLokasi wPenelitian 

Balikpapan wmerupakan wsalah wsatu wkota wbesar wdi wProvinsi wKalimantan wTimur 

wyang wterbentuk wberdasarkan wUndang-Undang wnomor w27 wTahun w1959. wKota 

wBalikpapan wmerupakan wkota wyang wmenduduki wurutan wke-3 wterkait wkepadatan 

wpenduduk wdi wProvinsi wKalimantan wTimur wsetelah wKota wSamarinda wdan wKabupaten 

wKutai wKartanegara. wDikutip wdari wdata wBadan wPusat wStartistik w(BPS) wtahun w2020. 

wLuas wwilayah wKota wBalikpapan wsecara wkeseluruhan wadalah w503,330 wkm2, wdengan 

wletak wgeografis wposisi w116,5 wBT-117,5 wBT wdan w1,0 wLS-1,5 wLS, wdengan wjumlah 

wpenduduk wsebanyak w645.727 wjiwa w pada wtahun w2018, w655.178 wjiwa w pada wtahun 

w2019 wdan w 664.201 wjiwa w pada 

tahun w2020. w
4 

Pada wPeraturan wDaerah wKota wBalikpapan wNomor w8 wtahun w2012 wtentang 

wpembentukan wKecamatan wKota wBalikpapan wSecara wadministratif wwilayah wKota 

wBalikpapan wterdiri wdari w6 w(enam) wkecamatan wdan w34 w(tiga wpuluh wempat) wkelurahan. 

wKecamatan wBalikpapan wBarat wmerupakan wkecamatan wterluas wyaitu w179,93 wkm2 wdan 

wBalikpapan wKota wmerupakan wkecamatan wdengan wluas wterkecil w10,20 wkm2. 

Di wsetiap wkecamatan wdi wKota wBalikpapan wterdapat wjalan- wjalan wdengan 

wberbagai wstatus wjalan wserta wPenanggung wjawab wsetiap wjalan wpun wberbeda. wJalan 

wnasional wialah wjalan wyang wmenjadi wpenghubung wantar wibu wkota wprovinsi wdengan 

wpenanggung wjawabnya wKementerian wPekerjaan wUmum wdan wPerumahan wRakyat 

w(PUPR), wmelalui wDitjen wBina wMarga. wJalan wProvinsi wialah wjalan wyang 

wmenghubungan wibu wkota wprovinsi wdengan wibu wkota wkabupaten/kota, wantar wibu wkota 

wkabupaten/kota, wdan wjalan wstrategi wprovinsi wdengan wpenanggung wjawabnya 

wPemerintah wProvinsi wKalimantan wTimur wmelalui wUnit wPelaksana wTeknis wDaerah 

w(UPTD) wDinas wPekerjaan wUmum w(DPU) wPemeliharaan wInsfrastruktur wWilayah wI. 

wJalan wKota wbagian wdari wjaringan wjalan wsekunder wyang wmenghubungkan wantar wpusat 

wpelayanan wdalam wkota, wpusat wperlayanan wdengan 
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persil w(perumahan watau wperkebunan), wantar wpersil, wdan wantar wpusat wpemukiman wdi 

wkota wPemerintah wKota wBalikpapan. 

 

Jalur wSepeda wdi wKota wBalikpapan 

Disetiap wjalan wdi wKota wBalikpapan wterdapat wFasilitas wumum wsalah wsatunya wlajur 

wpesepeda wyang wmerupakan wsebuah wprogram wyang wdibuat woleh wpemerintah wmelalui 

wDinas wPerhubungan wKota wBalikpapan wsebagai wpenanggung wjawab wPerencanaan 

wdan wPemeliharaan wlajur, wdibantu wdengan wBPTD wWilayah wXVII wKaltimtara wbertugas 

wsebagai wpengawasan, wpemeliharaan wdan wpenyediaan wmarkah wdan wDinas wPekerjaan 

wUmum wmelakukan wpembangunan wlajur wpesepeda. wDimana wpembangunan wlajur 

wpesepeda wdi wKota wBalikpapan wberlandaskan wpasal w25 wayat w1 wUndang- wUndang 

wNomor w22 wTahun w2009 wtentang wLalu wLintas wdan wAngkutan wJalan wdan wPasal w65 

wPeraturan wdaerah wkota wBalikpapan wNomor w7 wTahun w2022 wtentang wPenyelenggaraan 

wTransportasi. 

Disebutkan wpada wpasal w35 wPerda wKota wBalikpapan wnomor w7 wtahun w2022, 

wbahwa wterdapat wjalur wsepeda wdibeberapa wruas wjalan wdi wKota wBalikpapan wpada wjalan 

wJenderal wSudirman, wJalan wMarsma wIswahyudi, wdan wJalan wMT wHaryono, wdan wjalan 

wAhmad wYani. wLajur wsepeda wdi wKota wBalikpapan wmemiliki wpenanggung wjawabnya 

wmasing- wmasing wdikarnakan wletaknya wyang wberada wdi wjalan- wjalan wyang wberbeda 

wstatus. wLajur wpesepeda wyang wberada wdijalan wJendral wSudirman, wJalan wMarsma 

wIswahyudi, wJalan wMT. wHaryono wmerupakan wlajur wyang wberstatus wJalan wNasional, 

wsedang wlajur wsepeda wyang wberada wdi wJalan wAhmad wYani wadalah wJalan wKota. 

 

Upaya wPemerintah wTerhadap wPemenuhan wHak wPesepeda wDi wKota wBalikpapan 

Berdasarkan wUndang- wundang wNomor w22 wtahun w2009 wtentang wLalu wLintas 

wdan wAngkutan wJalan wpenyediaan wjalur wsepeda wsebagai wbagian wdari wjalan wyang 

wdigunakan wuntuk wlalu wlintas wumum wkarena wsepeda wmerupakan wKendaraan wTidak 

wBermotor wyang wdigerakkan woleh wtenaga worang, wyang wdalam wpengoperasiannya 

wwajib wmemenuhi wpersyaratan wkeselamatan. wtertuang wdalam w“Undang- wUndang 

wLalu wLintas wdan wAngkutan wJalan” wtepatnya wpada wPasal w25 wayat w(1) wyang 

wmenyatakan wbahwa: wSetiap wJalan wyang wdigunakan wuntuk wLalu wLintas wumum wwajib 

wdilengkapi wdengan wperlengkapan wJalan wberupa: w(a) wRambu wLalu wLintas; w(b) wMarka 

wJalan; w(c) wAlat wPemberi wIsyarat wLalu wLintas; w(d) walat wpenerangan wJalan; w(e) walat 

wpengendali wdan wpengaman wPengguna wJalan; w(f) walat wpengawasan wdan wpengamanan 

wJalan; w(g) wfasilitas wuntuk wsepeda, wPejalan wKaki, wdan wpenyandang wcacat; wdan w(h) 

wfasilitas wpendukung wkegiatan wLalu wLintas wdan wAngkutan wJalan wyang wberada wdi 

wJalan wdan wdi wluar wbadan wJalan. 

 

 

 
4 w“Badan wPusat wStatistik wKota wBalikpapan, wJumlah wPenduduk wMenurut wKecamatan wdan wJenis wKelamin wdi wKota 

wBalikpapan w Tahun w2018”, whttps://balikpapankota.bps.go.id/statictable/2019/05/16/ w 69/jumlah-penduduk-

menurut- wkecamatan-dan-jenis-kelamin-di-kota-balikpapan-tahun-2018.html, wdiakses wtanggal w12 wMaret w2023. 
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Selain witu, w“Pasal w45 wayat w(1) wUndang- wundang w Lalu wLintas wdan wAngkutan 

wJalan” wjuga wmenyatakan wbahwa: wFasilitas wpendukung wpenyelenggaraan wLalu wLintas 

wdan wAngkutan wJalan wmeliputi: w(a) wtrotoar; w(b) wlajur wsepeda; w(c). wtempat 

wpenyeberangan wPejalan wKaki;(d) wHalte; wdan/atau w(e). wfasilitas wkhusus wbagi 

wpenyandang wcacat wdan wmanusia wusia wlanjut. 

Kemudian, wkeharusan wuntuk wmemberikan wkemudahan wberlalu wlintas wbagi 

wpengguna wsepeda wjuga wdiatur wpada w“Pasal w62 wayat w(1) wdan w(2) wUU wLLAJ” wyang 

wmenyebutkan: w(1)Pemerintah wharus wmemberikan wkemudahan wberlalu wlintas wbagi 

wpesepeda. w(2) wPesepeda wberhak watas wfasilitas wpendukung wkeamanan, wkeselamatan, 

wketertiban, wdan wkelancaran wdalam wberlalu wlintas. 

Selain witu, wperancangan wfasilitas wjalur wdan wlajur wsepeda wjuga wterkait wdengan 

w“UU wNomor w38 wTahun w2004 wtentang wJalan” wdan w“UU wNomor w26 wTahun w2007 

wtentang wTata wRuang.” wDitambah wlagi wdengan wadanya w“Peraturan wMenteri 

wPerhubungan wRepublik wIndonesia wNomor wPM w59 wtahun w2020 wtentang wKeselamatan 

wPesepeda wdi wJalan”, wtepatnya wpada w“Pasal w11 wAyat w(1) wyang wmenegaskan wbahwa 

w“Sepeda wyang wdioperasikan wdi wJalan wsebagaimana wdimaksud wdalam wPasal w2 wayat 

w(1) wdisediakan wfasilitas wpendukung” wdan wAyat w(2) wyang wmenjelaskan wbahwa 

w“Fasilitas wpendukung wuntuk wSepeda wsebagaimana wdimaksud wpada wayat w(1) wberupa 

wLajur wSepeda wdan/atau wJalur wyang wdisediakan wsecara wkhusus wuntuk wpesepeda 

wdan/atau wdapat wdigunakan wbersama-sama wdengan wpejalan wkaki”. wBerdasarkan waspek 

wlegal wtersebut, wmaka wterdapat wkewajiban wmembangun wjalur wsepeda.5 

Kewajiban wuntuk wmenyediakan wjalur wsepeda wjuga wterdapat wpada w“Pasal w26 

whuruf wg wPeraturan wPemerintah wNomor w79 wTahun w2013 wtentang wJaringan wLalu wLintas 

wdan wAngkutan wJalan” wyang wmenyebutkan wsalah wsatu wperlengkapan wjalan wyang 

wwajib wdilengkapi wsetiap wjalan wyang wdigunakan wuntuk wlalu wlintas wumum wadalah 

wfasilitas wuntuk wsepeda”. wAdapun wupaya wyang wdilakukan wPemerintah wKota 

wBalikpapan wuntuk wmewujudkan whal wtersebut wdiantaranya w: 

1. Upaya wKebijakan wPemerintah 

Pemenuhan whak wbagi wpesepeda, wpemerintah wpusat wtelah wbanyak wmembuat 

wkebijakan wyang wmendukung wpemberdayaan wsepeda witu wsendiri, wseperti wUndang- 

wUndang wNomor w22 wTahun w2009 wTentang wLalu wLintas wdan wAngkutan wJalan, 

wPeraturan wPemerintah wNomor w79 wTahun w2013 wTentang wJaringan wLalu wLintas wdan 

wAngkutan wJalan wserta wPeraturan wMenteri wPerhubungan wNomor wPM w59 wTahun w2020 

wTentang wKeselamatan wPesepeda wdi wJalan. 

 

 

 

 
5 wA. wM. wMulyadi, w2014, wModul wPelatihan wPerancangan wJalur wdan wLajur wSepeda,Kementerian 

wPekerjaan wUmum, wJakarta, wh. w12. 
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Pemerintah wKota wBalikpapan wmegupayakan wperencanaan wlajur wpesepda 

wPasal w35 wdan wpenyedian wInfrastruktur wlajur wpesepeda wpada wpasal w28 wPerda wKota 

wBalikpapan wnomor w12 wtahun w2012 wtentang wRencana wTata wRuang wWilayah wKota 

wBalikpapan w2012- w2023, wsedang wuntuk wkeselamatan wpara wpesepeda wdiatur wsecara 

wresmi wdalam wPeraturan wDaerah w(Perda) wKota wBalikpapan wNo. w7 wTahun w2022 

wtentang wPenyelenggaraan wTransportasi wDalam wperda wtersebut, wdijelaskan wdari wlajur 

wsepeda wdi wKota wBalikpapan wakan wdiberi wtanda wkhusus wberupa wmarka wjalan whingga 

wakan wdilengkapi wdengan wfasilitas wpenunjang wseperti wrambu-rambu wlalu wlintas wdan 

wsebagainya. wTidak whanya witu, wdalam wperda wjuga wberisikan wbeberapa wpasal wyang 

wmenyangkut whak wdan wkewajiban wpesepeda, wserta wtata wcara wpenggunaan wjalan wbagi 

wpesepeda. wSelain witu wpemerintah wtelah wmengelurkan wSurat wKeputusan wWalikota 

wBalikpapan wnomor w188.45-431/2015 wtentang wPenataan wPedagang wKaki wLima wdi 

wKawasan wLapangan wMerdeka. 

Pada wpasal w14 wPerda wBalikpapan wNomor w7 wTahun w2022 wmenegaskan wbahwa 

wpemerintah wKota wBalikpapan wwajib wmengatur wdan wmengelola wsistem wlalu wlintas 

wyang wmemperhatikan whak wdan wkeselamatan wpesepeda. wHal wini wsesuai wdengan wPasal 

w48 wayat wUU wNo. w22 wTahun w2009 wyang wmenyatakan wbahwa wpengguna wjalan wharus 

wmengutamakan wkeselamatan wbagi wpengguna wjalan wlainnya, wtermasuk wpesepeda. 

wDan wPasal w113 wayat w1 wmenyatakan wbahwa wperlindungan wbagi wpesepeda wdalam 

wkecelakaan wlalu wlintas wmelalui wpenerapan waturan wkeselamatan wberlalu wlintas wdan 

wpengendaliankecepatan wkendaraan. wNamun wdalam whal wini, wmasih wterdapat wkasus 

wkecelakaan wyang wmelibatkan wpesepeda wdi wKota wBalikpapan. 

 
2. Upaya wPerencanaan wdan wPembangunan 

Pada wPeraturan wDaerah wKota wBalikpapan wnomor w12 wtahun w2012 wpemerintah 

wKota wBalikpapan wmerencanakan wpembangunan wlajur wpesepeda wlanjutan wdi w2 wjalan 

wyaitu wJalan wMarsma wIswahyudi, wdan wAhmad wYani. wDinas wPerhubungan wKota 

wBalikpapan wbersama wDinas wPekerja wUmum wtelah wmelakukan wpembangunan 

winfrastruktur wjalan wyang wmemperhatikan wkebutuhan wpesepeda, wmemilih wjalan-jalan 

wumum wyang wsifatnya wtidak wtercampur wdengan wkendaraan-kendaraan wyang 

wberdimensi wbesar wselain wdemi wmenjamin wkenyamanan wdan wkeselamatan wpesepeda, 

wjuga wuntuk wmengurangi wParking won wstreet.6 wUntuk wsaat wini wlajur wyang wsudah wada 

whanya wdi wJalan wJendral wSudirman wdan wMT. wHaryono w2 wsisanya wmasih wdalam wtahap 

wperencanaan. wNamun wlajur wsepeda wyang wada wsaat wini wdianggap wmasih wsangat 

wkurang wkarena whanya wmelintang wsepanjang wkurang wlebih w2,3 wkm, wmasih wsangat wjauh 

wdari wDKI wJakarta wyang wbahkan wsudah wmenyentuh wangka w63 wkm. 

 

 

 

6 wSri wKusrini, w Kepala wseksi wmanajemen wRekayasa wlalu wlintas wdan wJaringan wTransportasi, 

wDinas wPerhubungan wKota wBalikpapan, wWawancara, w10 wApril w2023. 
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Dengan wdemikian wDinas wPerhubungan wKota wBalikpapan wtelah wmelakukan 

wkajian wsafe wplan/masterplan wtransportasinya wterkait wpembangunan wlajur wsepeda 

wlanjutan wdan wtempat wparkir wsepeda. wMasterplan wmerupakan wdokumen wtransportasi 

wyang wdisusun wdalam wrangka wmerumuskan wkebijakan, wpengendalian wdan 

wpengawasan wdalam wrangka wpengembangan wjaringan wlalu wlintas wdan wangkutan wjalan 

wsecara wterpadu wdan wmenyesuaikan wkebutuhan wdaerah. wHal wini wsesuai wdengan wPasal 

w54 wayat w(2) wUndang-Undang wNomor w22 wTahun w2009 wtentang wLalu wLintas wdan 

wAngkutan wJalan wyang wmenyatakan wbahwa wjalan wdan wfasilitas wjalan wwajib 

wmemperhatikan wkebutuhan wpesepeda wdan wpengguna wjalan wlainnya. wDan 

wpenyusunan wmasterplan wtransportasi wmerupakan wbagian wdari wtahapan wpenyusunan 

wRencana wInduk wLalu wLintas wdan wAngkutan wJalan. 

 

3. Upaya wPengaturan wLalu wLintas 

Pemerintah wKota wBalikpapan wjuga wtelah wmelakukan wpengaturan wlalu wlintas 

wyang wbaik wuntuk wmemudahkan wpengguna wsepeda. wHal wini wtermasuk wmengatur wjalan 

wdan wjalur wsepeda wyang wterpisah wdari wjalan wkendaraan wbermotor wdan 

wmenyeimbangkan wpenggunaan wjalan woleh wberbagai wjenis wkendaraan wuntuk 

wmenciptakan wlingkungan wyang waman wbagi wpesepeda. 

Setiap wsatu wbulan wsekali wSatlantas wPolresta wKota wBalikpapan, wSatpol wPP 

wKota wBalikpapan, wdan wDinas wPerhubungan wKota wBalikpapan wmelakukan 

wpenertiban wdi wbeberapa wjalan, wdan wsalah wsatunya wdi wJalan wJendral wsudirman wyang 

wlajur wpesepedanya wmengalami walih wfungsi. wDinas wPerhubungan wmelakukan 

wpeneguran wpara wmasyarakat wyang w parkir w di w Jalan w Jendral w Sudirman, w Satpol 

w PP w melakukan w penertiban w kepada wPedagang wkaki wlima wyang wberjualan wdi wluar 

wlapangan wmerdeka wJalan wJendral wSudirman, wdan wSatlantas wPolresta wsebagai 

wpenindak wlanjutan wbagi wmasyarakat wyang wmelanggar wrambu wyang wtelah wterpasang 

wsepanjang wLapangan wMerdeka wdi wJalan wJendral wSudirman. wPenertiban wyang 

wdilakukan woleh wSatlantas wPolresta wKota wBalikpapan, wSatpol wPP 

Kota wBalikpapan, wdan wDinas wPerhubungan wKota wBalikpapan wdisepanjang wLapangan 

wMerdeka wdi wJalan wJendral wSudirman wkhusus wnya wkepada wpedagang wkaki wlima wdan 

wparkir wbebas wdi wlajur wsepeda wyang wmengganggu wpengguna wlajur wpesepeda, wsudah 

wsesuai wdengan wamanat wpada wUU wNomor w22 wTahun w2009 wdan wPerda wKota 

wBalikpapan wNomor w7 wTahun w2022. wUU wNomor w22 wTahun w2009 wtentang wLalu wLintas 

wdan wAngkutan wJalan wpasal w57 wayat w(1) wmenyatakan wbahwa w"pengguna wjalan wwajib 

wmenghormati whak wpengguna wjalan wlain" wdan wpasal w57 wayat w(2) wmenyatakan wbahwa 

w"pemerintah wdaerah wwajib wmengatur wdan wmengelola wjalan, wtermasuk wpenggunaan 

wjalan woleh wpesepeda wdan wkendaraan wbermotor, wserta wmemfasilitasi wpenggunaan 

wjalan wyang waman wdan wnyaman wbagi wpesepeda wdan wpejalan wkaki." 

Perda wKota wBalikpapan wNomor w7 wTahun w2022 wtentang wPenggunaan wLajur 

wSepeda wdi wJalan wUmum wPasal w4 wayat w(1) wmenyatakan wbahwa w"setiap worang wdilarang 

wmenggunakan wlajur wsepeda wuntuk whal-hal wlain wselain wpenggunaan wsepeda" wdan wayat 

w(2) wmenyatakan wbahwa w"setiap worang wdilarang wmeQnognhuanm: wVboaltu,mmee7nNgogmanogr wg2u(2, w
0a2ta3u) w 
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jalur wsepeda." 

Dalam wrangka wmemastikan wpemenuhan whak wpesepeda, wpenertiban wyang 

wdilakukan woleh wstakeholder wbertujuan wuntuk wmemberikan wkeamanan wdan 

wkenyamanan wbagi wpengguna wlajur wsepeda. wDengan wmelakukan wpenertiban wpada 

wpedagang wkaki wlima wdan wparkir wbebas wdi wlajur wsepeda, wmaka wlajur wsepeda wdapat 

wdigunakan wsesuai wfungsinya wdan wmemberikan wakses wyang wlebih waman wbagi wpara 

wpesepeda. 

4. Upaya wMeningkatkan wKesadaran wMasyarakat 

Pemerintah wKota wBalikpapan wuntuk wmeningkatkan wkesadaran wmasyarakat 

wyaitu wmelalui wkampanye wdan wsosialisasi wmengenai wpentingnya wmenjaga 

wkeselamatan wpengguna wjalan, wtermasuk wpesepeda. wSelain witu, wpemerintah wjuga 

wtelah wmengoptimalkan wpenggunaan wlajur wkhusus wpesepeda wdan wmembuat 

wperaturan wyang wmelarang wparkir wdi wjalur wsepeda, wsebagaimana wdiatur wdalam wPasal 

w51 wayat w(2) wdan wPasal w287 wayat w(1) wUU wNomor w22 wTahun w2009 wtentang wLalu wLintas 

wdan wAngkutan wJalan. 

Tingginya wtingkat wkesadaran wdan wketaatan wmasyarakat wterhadap wperaturan 

wlalu wlintas wyang wmasih wrendah. wHal wini wmenyebabkan wsering wterjadi wpelanggaran 

wlalu wlintas wyang wberpotensi wmembahayakan wkeselamatan wpesepeda. wPasal wyang 

wterkait wantara wlain wPasal w281-282 wUU wLLAJ wdan wPasal w26-31 wPerda wKota wBalikpapan 

wNomor w7 wTahun w2022. wFaktor- wFaktor wPenghambat wAtau wKendala wYang wDihadapi wDalam 

wImplementasi wUndang- wUndang wLalu wLintas wDan wAngkutan wJalan wNomor w22 wTahun w2009 

wTerhadap wPengguna wJalur wPesepeda wDi wKota wBalikpapan 

Kota w Balikpapan, w baru- w w wbaru w w wini w w wmerumuskan w w wPeraturan w Daerah w w 

wKota 

Balikpapan wtentang wPenyelenggaraan wTransportasi wnomor w7 wTahun w2022 wyang 

wberpedoman wpada wUndang-undang wLalu wLintas wdan wAngkutan wJalan wNomor w22 

wTahun w2009, wnamun wseperti wkota-kota wbesar wlainnya wdi wIndonesia, wKota wBalikpapan 

wmemiliki wkendala wdalam wimplementasinya wterhadap wpengguna wjalur wpesepeda. 

wSeluruh winstansi wyang wdiwawancarai wmengakui wbahwa wmasih wterdapat wkendala wdan 

whambatan wdalam wimplimentasi wUU wLalu wLintas wdan wAngkutan wJalan wbagi 

wpengguna wlajur wpesepeda wdi wKota wBalikpapan. 

Beberapa wfaktor wpenghambat watau wkendala wyang wdihadapi wdalam 

wimplementasi wUndang-undang wNomor w22 wTahun w2009 wtentang wLalu wLintas wdan 

wAngkutan wJalan wterhadap wpengguna wjalur wsepeda wdi wKota wBalikpapan wantara wlain: 

1. Kurangnya wKesadaran wMasyarakat 

Kurangnya w kesadaran w dan w kepatuhan w masyarakat w terhadap w peraturan 

w lalu wlintas wmenjadi wfaktor wpenghambat wutama wdalam wimplementasi wUndang-

Undang wNomor w22 wTahun w2009 wterhadap wpengguna wjalur wpesepeda. wBanyak 

wpengguna wjalan wyang wtidak wmematuhi wperaturan wlalu wlintas wdan wmengabaikan whak 

wpengguna wjalur wpesepeda, wHal wini wjelas wdapat wmeningkatkan wrisiko wkecelakaan wdi 

wjalan. wBanyak wpengendara wpribadi w baik w mobil w maupun w bermotor w yang wtidak 

w memperhatikan whak wpengguna wjalur wsepeda, wseperti wmelanggar wmarka wjalan 

wsepeda wdan wmengemudi wyang 
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terlalu wdekat wdengan wpengendara wsepeda wseringkali wmenimbulkan wancaman 

wbagikeselamatan wmereka. wPengendara wbermotor wbanyak wyang wmelanggar wPasal w49 

wUU wNo. w22 wTahun w2009 wyang wmenyatakan wbahwa wsetiap worang wyang 

wmengemudikan wkendaraanbermotor wharus wmematuhi wperaturan wperundang-

undangan wdan wperaturan wlalu wlintas. wKemudian wmasih wbanyak wpengguna w jalan 

w yang w tidak w memahami whak- whak wpengguna wjalur wsepeda wseperti wtidak 

wmengindahkan wrambu-rambu wlalu wlintas, wdanyang whingga wsaat wini wmasih wsering 

wterjadi wadalah walih wfungsi wlajur wsepeda wdisalah wsatu wlajur wsepeda wpada wJalan 

wJendral wSudirman wkawasan wLapangan wMerdeka wyaitu wpelanggaran wpraktik wparkir 

wliar wdan wpara wPKL wyang wseringkali wmemanfaatkan wjalur wsepeda wuntuk wberjualan. 

Dengan wdemikian wkendala wyang wdihadapi wdalam wimplementasi wundang- 

wundang wtersebut wyaitu wmasih wbanyaknya wmasyarakat wyang wberjualan wdan wparkir 

wyang wmengganggu wjalur wpesepeda, wminimnya wsarana wdan wprasarana wyang 

wmendukung wpenggunaan wsepeda wsebagai walat wtransportasi, wseperti warea wparkir 

wsepeda wyang wmemadai. w Dan wpenegakkan whukum wyang wkurang wtegas. 

Dengan witu wdiperlukan wmeningkatkan wkesadaran wmasyarakat wakan whak wdan 

wkewajiban wsebagai wpengguna wjalur wpesepeda wsejalan wdengan wPasal w107 wUndang- 

wundang wLalu wLintas wdan wAngkutan wJalan wmengatur wtentang wkesadaran wberlalu 

wlintas wyang wharus wdimiliki woleh wsetiap wpengguna wjalan, wtermasuk wpengguna wjalur 

wpesepeda. wKesadaran wmasyarakat wKota wBalikpapan wterkait wpenggunaan wjalur 

wsepeda wmasih wrendah. 

 

2. Perawatan winfrastruktur wyang wkurang wmemadai 

Pasal w69 wayat w(1) whuruf we wPeraturan wDaerah wKota wBalikpapan wNo. w7 wTahun 

w2022 wtentang wPengendalian wLalu wLintas wdan wAngkutan wJalan wyang wmenyebutkan 

wbahwa wpemerintah wwajib wmelakukan wpemeliharaan wterhadap wfasilitas wtransportasi 

wdan wlalu wlintas wjalan. wPemerintah wKota wBalikpapan wKhususnya wpihak wDinas 

wPerhubungan wdan wBPTD wWilayah wXVII wKaltimtara wdi wKota wBalikpapan wsebagai 

wpenanggung wjawab wpemeliharaan wmarkah wdan wrambu, wmasih wbelum wefektif wdalam 

wmelakukan wperawatan wterhadap wrambu wdan wMarkah wlajur wsepeda wdibeberapa wjalan. 

wKarena wberdasarkan whasil wpengamatan w(observasi) wpeneliti wdilapangan, wdi wJalan wMT. 

wHaryono wdaerah wGrand wcity wmasih wbelum wterdapat wrambu wpenanda wlajur wpesepeda, 

wdan wdi wJalan wJendral wSudirman wtiang wrambu wtanda wlajur wsepeda wsudah wterlihat wakan 

wroboh wdan wmarkah wpenanda wlajur wpesepeda wsudah wmulai wmenghilang wmembuat 

wbanyak wmasyarakat wmenjadi wtidak wtahu wadanya wlajur wpesepeda. 

Kemudian wlajur wsepeda wdi wjalan wMT. wHaryono wsebenarnya wsudah wcukup 

wmemadai wkhususnya wdaerah wGrand wCity wkarna winfrastruktur wdikawasan wGrand 

wCity wini wcukup wterawat wdan wkondisi wjalan wyang wlebar wdan wcukup wlengang. wNamun 

wyang wmasih wmenjadi wurgensi wadalah wlajur wsepeda wyang wberada wdi wLapangan 

wMerdeka wJalan wJendral wSudirman. wLapangan wMerdeka wyang wcukup wbesar wmenjadi 

wtempat wperkumpulan wmasyarakat wKota wBalikpapan wuntuk wberolahraga, 
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Walaupun wLapangan wMerdeka wcukup wbesar wtetapi wuntuk wkondisi wjalan wdi wdepan 

wLapangan wMerdeka wtidak wbegitu wlebar, wlajur wsepeda wyang wberada wdi wjalan wraya 

wterkesan wmembuat wjalan wraya wdisana wterasa wsempit wditambah wlagi wbanyaknya 

wpedagang wkaki wlima wyang wmempergunakan wlajur wsepeda wuntuk wberjualan, wdan wlagi 

wkarna wtidak wada wprasarana wparkiran wmembuat wmasyarakat wmemarkirkan 

wkendaraannya wdi watas wlajur wpesepeda. wHal wini wmembuat wpengguna wjalur wpesepeda 

wlebih w memilih w untuk w menggunakan w jalan w utama w yang w seharusnya 

w diperuntukkan wbagi wkendaraan wR2 wdan wR4. 

Dengan witu wmembuat wpengendara wkendaraan wpribadi, wpesepeda wbahkan 

wmasyarakat wyang wsedang wjogging wmenjadi wbercampur wdijalan wutama. wSehingga 

wkurang waman wbagi wpengguna wjalur wpesepeda, wselain witu wmasih wbanyak wjalan wraya 

wyang wtidak wdilengkapi wdengan wjalur wsepeda, wdan wlajur wsepeda wyang wsudah wada 

wnamun wbelum wterhubung wdengan wbaik, wsemua witu wmeningkatkan wrisiko wkecelakaan 

wdan wpelanggaran wlalu wlintas, wmenjadi wkendala wdalam wimplementasi wUndang-

Undang wLalu wLintas wdan wAngkutan wJalan wNomor w22 wTahun w2009. wPasal w56 wUndang- 

wundang wLalu wLintas wdan wAngkutan wJalan wyang wmewajibkan wpemerintah wuntuk 

wmenyediakan wfasilitas wtransportasi wyang waman wdan wnyaman wbagi wmasyarakat. 

3. Kurangnya wPenegakan wHukum 

Masih wkurangnya wpenegakan whukum wyang wdilakukan woleh wpihak wberwenang 

wseperti wSatuan wPolisi wLalu wLintas, wSatpol wPP wdan wDinas wPerhubungan wterhadap 

wpengguna wjalan wdi wKota wBalikpapan. wHal wini wdapat wmenimbulkan 

wketidakdisiplinan wpengguna wjalan wyang wtidak wmematuhi wperaturan wdan wmerugikan 

wpengguna wjalur wsepeda. wPasal w281 wUndang- wundang wNo. w22 wTahun w2009 

wmenyatakan wbahwa wsetiap worang wyang wmelanggar wketentuan wlalu wlintas wdapat 

wdikenakan wsanksi wadministratif wmaupun wpidana. 

Tetapi wpenegakan whukum wterhadap wpelanggaran wyang wdilakukan woleh 

wpengendara wkendaraan wpribadi wtidak wsebanyak wpelanggaran wyang wdilakukan woleh 

wmasyarakat, wyaitu wmasyarakat wyang wberjualan wdan wmemarkirkan wkendaraannya wdi 

watas wlajur wsepeda. wBanyaknya wkendaraan wyang wparkir wdi watas wjalur wkhusus wpesepeda 

wini wmengganggu wkelancaran wdan wkeamanan wpenggunaan wjalur wpesepeda. wJelas whal 

wini wmenjadi wpenghambat wpenerapan wpasal w48 wUndang- wundang wLalu wLintas wdan 

wAngkutan wJalan wnomor w22 wtahun w2009 wdan wpasal w40 wdan wpasal w43 wayat w2 wPerda wKota 

wBalikpapan wNomor w7 wTahun w2022 wmengatur wbahwa wsetiap wpengguna wjalan wyang 

wmemarkirkan wkendaraannya wdi wtempat wterlarang wdapat wdikenakan wsanksi wsesuai 

wdengan wketentuan wyang wberlaku. 

Kemudian wmasih wkurang wefektifnya wpenegakkan whukum wkepada wpara 

wpedagang wkaki wlima wyang wmengambil walih wjalur wsepeda wuntuk wberjualan, wPadahal 

wperaturan wmengenai wPKL wdi wLapangan wMerdeka wBalikpapan wtelah wdi watur woleh 

wpemerintah wKota wBalikpapan wyang wdi wmuat wdalam wSurat wKeputusan wWalikota 

wBalikpapan wnomor w188.45-431/2015. 
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Dan wpraktik wini wjelas wmelanggar wPasal w54 wUndang- wundang wLalu wLintas wdan 

wAngkutan wJalan wdan wPasal w70 wPerda wNomor w7 wTahun w2022 wtentang wKetertiban 

wUmum wdan wKetentraman wMasyarakat wKota wBalikpapan. wselain witu wpelangaran wini 

w terjadi wkarna wpemerintah wyang whanya wmelakukan wpenertiban wtanpa wmemberi 

w solusi wmembuat wpara wpedagang wmenjadi wmucil.7 

4. Kurangnya wKomunikasi 

Komunikasi wmerupakan wsalah wsatu wfaktor wyang wmenghambat wimplementasi 

wkebijakan wmengenai wpemeliharaan wlajur wpesepeda wdi wJalan wJendral wSudirman, 

wLapangan wMerdeka. wKomunikasi wsangat wmenentukan wkeberhasilan wpencapaian 

wtujuan wdari wkebijakan wtersebut. wKomunikasi widentik wdengan wkordinasi wyang 

wmerupakan wkegiatan wyang wdikerjakan woleh wbanyak wpihak wdari wsatu worganisasi wyang 

wsederajat wdan wuntuk wmencapai wsuatu wtujuan wbersama wdengan wkesepakatan wmasing-

masing wpihak wagar wtidak wterjadi wkesalahan wdalam wbekerja, wbaik wmenggangu wpihak 

wyang wsatu wdengan wpihak wlainnya w(komunikasi wyang wbaik). 

Komunikasi wyang wbaik wdapat wterjadi wapabila waparat wpelaksana wmengetahui 

wapa wyang wdikerjakan. wPengetahuan wdan wpemahaman wterhadap wpekerjaan wyang 

wakan wdilakukan wdapat wdiperoleh wmelalui wkomunikasi wyang wbaik. wKomunikasi 

wdiperlukan wagar waparat wpelaksana wsemakin wkonsisten wdalam wmelaksanakan wsetiap 

wpekerjaan/kebijakan. wUpaya wkomunikasi wini wtersampaikan wdan wpaham wkepada 

wmasyarakat. wSelain witu wpihak wberwenang wharus wkonsisten wdan wjelas. 

Dalam whal wkomunikasi wantara wpihak wberwenang wdengan wPKL wdan wpara 

wtukang wparkir wmengenai wpemeliharaan wlajur wpesepeda wdi wLapangan wMerdeka. 

wDimana wsebenarnya wPKL wdan wtukang wparkir witu wmencari wlapangan wpekerjaan 

wdikawasan wyang wramai wmasyarakat. wSehingga wlajur wpesepeda wdijadikan wsebagai 

wlahan wberjualan wdan wparkir wsebagai wcara wuntuk wmencari wmakan. wDan wjuga wmasih 

wdidapati woknum wberwenang wyang wmasih wmemberi wtorelansi wketika wpara wPKL wsiap 

wmembayar wmahar. wMembuat wpara wPKL wyang wlain wikut- wikutan wdan wbagi wyang wtidak 

wsanggup wmembayar wmaka wakan wsiap wmain wkucing- wkucingan, wketika wpihak 

wberwenang wdatang wmereka wakan wpergi wnamun wketika wpihak wberwenang wtelah wpergi 

wmaka wmereka wkembali wberjualan wdi watas wlajur wpesepeda wkhususnya wyang wberada wdi 

wjalan wJendral wSudirman. 

Dengan witu wmengenai wpentingnya wmenjaga wkeselamatan wdan wkenyamanan 

wpengguna wjalan wnon-motor, wsalah wsatunya wadalah wpengguna wsepeda. wMasih wbanyak 

wmasyarakat wyang wtidak wmemahami wpentingnya wpenggunaan wjalur wsepeda wdan 

wtidak wmengetahui waturan wyang wberlaku. 
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Perspektif wSiyasah wDusturiyah wTerhadap wImplementasi wUndang- wUndang wNomor w22 

wTahun w2009 wTentang wLalu wLintas wDan wAngkutan wJalan wPada wLajur wPesepeda 

Pemerintah wkota wmerupakan wtingkat wpemerintahan wnegara wyang 

wmempunyai wkekuasaan wumum wdi wtingkat wkota. wDan wmerupakan wminiatur 

wPemerintah wnegara, whanya wsaja wkedudukannya wmenyerupai wQadhi wkalau wdilihat 

wdari wsisi wpelimpahan wkekuasaan wdan wsisi wpandangan wumum. wNamun, wdari 

wpandangan wkinerjanya wpemerintahannya wlebih wkhusus wkarena wkekuasaannya 

wterbatas wpada wwilayah wkota wsaja. 

Dalam wFiqh wSiyasah, wTujuan wutama wdari wpemerintah wadalah wmemperhatikan 

wdan wmengurus wpersoalan-persoalan wduniawi, wmisalnya wmenghimpun wdana wdari 

wsumber-sumber wyang wsah wdan wmenyalurkan wkepada wyang wberhak, wmencegah 

wtimbulnya wkezhaliman watau wkerusuhan wdan wlain wsebaginya. wPersoalan-persoalan 

wduniawi wtersebut wmempunyai wsatu wmuara wyaitu wpejabat wpemerintah wyang wmampu 

wmembawa wmasyarakatnya wmencapai wkebahagian wyang whakiki wuntuk wakhirat wnanti. 

wMasalah-masalah wlain wdalam wkehidupan wbermasyarakat wjuga wdilaksanakan wdan 

wberjalan wdengan wtertib, wsehingga wtidak wada worang wyang wsaling wterganggu wdan 

wmasing- wmasing worang wakan wmerasakan wkeamanan wdirinya, wkeluarganya, whartanya 

wbahkan wagamanya wsekalipun. 

Fiqih wSiyasah wmelalui wSiyasah wDusturiyah wyang wberkaitan wmengenai 

whubungan wantara w masyarakat wdan wnegara wyang wmengatur wsegala wkepentingan 

wkemaslahatan wumat. w Hubungan w ini w diatur w dalam w ketentuan w tertulis 

w (konstitusi) w yang w merupakan waturan wdasar whukum wsuatu wnegara wdan wketentuan 

wtidak wtertulis w(konvensi). wPembahasan wkonstitusi wini wberkaitan wdengan wsumber-

sumber wdan wkaidah wperundang- wundangan maupun sumber

 penafsirannya. Sumber material pokok-pokok 

wperundang-undangan wini wberkaitan wdengan whubungan wrakyat wdan wpemerintah 

wmengenai wkemaslahatan wumat. 

Dengan witu wPerspektif wFiqih wSiyasah wmenggunakan wmetode wSiyasah wDusturiyah 

dalam wimplementasi wUndang-Undang wtentang wLalu wLintas wdan wAngkutan wJalan 

wpada wpengguna wlajur wpesepeda wdi wKota wBalikpapan wmelalui wtiga wkekuasaan 

wberikut wpenjelasannya: 

1. Al-Sulthah wal-Tasri’iyyah w(Kekuasaan wLegislatif). 

Undang- wUndang wLalu wLintas wdan wAngkutan wJalan wPerspektif wSiyasah 

wDusturiyah wpada wlajur wpesepeda. wDPRD wKota wBalikpapan wsebagai wpemilik  

wwewenang wmembentuk wperaturan wturunan wdari wUU wLLAJ wyaitu wPerda wKota 

wBalikpapan wnomor w7 wtahun w2022 wtentang wPenyelenggaraan wTransportasi. 

wMunculnya wPerda wtersebut wberdasarkan wkonsep wwewenang wAl-Sulṭah wat-

Tasyrī’iyyah wyang wmenetapkan whukum wsebagai wbentuk wkomitmen wDPRD wdan 

wPemerintah wKota wBalikpapan wmerespon watas wdasar wetika wdan wnilai wyang wdituntut 

wmasyarakat wdaerah. 

Dalam wperda wNomor w7 wTahun w2022 wtelah wmembahas whak-hak wpesepeda wyang 

wdianggap w sudah w sesuai w dengan w prinsip-prinsip w Syariah w untuk 



w kemaslahatan w para 

 

Vivit wFitriyanti, wet. wal., wImplementasi wUndang-Undang… 186 



   187 

pesepeda wdan wmengakomodasi wkepentingan wmasyarakat wsecara wadil wdan wmerata. 

wBerlakunya whukum wyang wdibuat woleh wAl-Sultah wat-Tasyri’iyyah wdalam wtinjauan 

wdusturiyah wsebagai wbentuk wkewenangan wpemerintah wsebagai wpemilik wlegitimasi 

wnegara wberkedaulatan wrakyat. wUpaya wpemerintah wKota wBalikpapan wdalam 

wpembentukan wPerda wNo. w7 wTahun w2022 wtentang wPenyelenggaraan wTransportasi 

wpada wpasal w65 wmerupakan wbentuk waktif wpemerintah wdalam wmengupayakan 

wkebijakan whak wdan wkeselamatan wpesepeda wmengatur wsanksi wyang wtegas wbagi 

wpelanggar waturan. 

Terkait wterjadinya walih wfungsi wpada wjalan wJendral wSudirman wKawasan 

wLapangan wmerdeka woleh wparkir wliar, wdiatur wpada wPerda wNomor w7 wtahun w2022, wdan 

wPedagang wKaki wLima wdiatur wdalam wpasal w20 wperda wnomor w5 wtahun w2021 wtentang 

wPenataan wdan wPemberdayaan wPKL. wDemikian wPerda wini wtelah wdibuat woleh 

wPemerintah wKota wBalikpapan wtelah wdijalankan wsesuai wprinsip-prinsip wyang 

wdisyariatkan woleh wIslam wdan wwajib wdilaksanakan woleh wpemerintah wKota 

wBalikpapan. 

2. Al-Sulthah wal-tanfidziyah w(Kekuasaan wEksekutif). 

Dalam wPerspektif wSiyasah wDusturiyah, wsalah wsatu wbentuk wkekuasaan 

weksekutif wyaitu wwazir wialah wnama wsuatu wkementrian wdalam wsebuah wnegara wkarena 

wpejabat wyang wmengepalainya wberwenang wmemutuskan wsuatu wkebijaksanaan wpublik 

wdemi wkepentingan wrakyat wdan wnegara wyang wbersangkutan. wPemerintah wdisini wyang 

wmemiliki wtugas wmenjalankan wundang- wundang wLalu wLintas wdan wAngkutan wjalan 

wnomor w22 wtahun w2009 wterkait wlajur wpesepeda wadalah wPemerintah wKota wBalikpapan. 

Pemerintah wKota wBalikpapan wmenjalankan wamanat wdari wUU wLLAJ wterkait 

wlajur wpesepeda wdari wpemenuhan whak wpesepeda wyaitu wdengan wupaya wkebijakan 

wsesuai wpada wpasal w6 wayat w(4) whuruf wa wUU wLLAJ wdengan wmerumuskan wperaturan 

wturunan wyaitu wPerda wtentang wPenyelenggaraan wTransportasi wNomor w7 wTahun w2022 

wyang wdidalam wperda wtersebut wmengatur wtentang whak- whak wpesepeda, wpemerintah 

wmenunjuk wmenteri- wmenterinya w dalam w Pengawasan, w pembangunan w dan w perawatan 

w lajur w pesepeda w adalah wDinas wPerhubungan wKota w Balikpapan, wBPTD w wilayah wXVII 

w Kaltimtara. wHingga wpemberiaan w sanksi w oleh w Satlantas w Polresta w Kota w Balikpapan 

w dan w Satpol w PP w Kota wBalikpapan w bagi w para w pelanggar w yang w di w jelaskan w pada 

w pasal w 106 w dan w pasal w 284 w UU wLLAJ. 

Namun wterkait wkejadian wdilapangan wyaitu wmasih wterjadinya walih wfungsi wlajur 

wpesepeda woleh wPedagang wKaki wLima wdan wpraktik wparkir, wperan wpemerintah wdalam 

wmelaksanakan wUU wLLAJ wpasal w106 wdan w284 wmasih wkurang wtegas wdalam whal 

wmemberikan wsanksi wsebagai wefek wjera wkepada wpara wPKL wdan wPraktik wParkir wkarena 

wkelonggaran wkepada wpara wPedagang wKaki wLima wdan wPraktik wParkir. wsejalan whal wini 

wdengan wsalah wsatu wprinsip wMaslahah wMursalah w: 

Dari wkaidah wdi watas wdapat wdipahami wapapun wkebijaksanaan wpemerintah wharus 

wmempertimbangkan waspirasi wrakyatnya. wSebab, wkalau waspirasi wrakyat wtersebut wtidak 

wdiperhatikan, wmaka wkeputusan wpemerintah wtidak wakan wefektif wberlaku.9 

Tetapi w w wdalam w w whal w w walih w w wfungsi w w wpada w
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Merdeka, wterdapat wdua whal wyang wbertentangan wdisatu wsisi wpara wtukang wparkiran 

wdan wPedagang wKaki wLima, wDi wJendral wSudirman wkawasan wLapangan wMerdeka 

wmenggunakan wlajur wsepeda wuntuk wmencari wnafkah wuntuk wkehidupannya wsehari-

hari wdan wdemi wkemaslahatan wmasa wdepan wanak-anak wmereka. wTapi wdi wsisi wlain 

wdengan wadanya wpara wPKL wdan wParkir wkendaraan wdiatas wlajur wsepeda wmembuat 

wpara wpesepeda wkeluar wlajurnya wsehingga wdapat wmenimbulkan wbahaya wbagi 

wpesepeda. wDengan witu wsebagaiamana wisi wkaidah wberikut wini w: 

 

Maksudnya: w“Menghindari wBahaya wharus wlebih wdiutamakan wdari wmeraih 

wmanfaat”.10 

Bila wdalam wsuatu wmasalah wterdapat wdua whal wyang wbertentangan, wdi wsatu wsisi 

wmenguntungkan wtapi wdisisi wlain wmenimbulkan wmasalah, wmaka wyang wdi wdahulukan 

wadalah wprinsip wmenghindari wbahaya. wMaka wkeselamatan wpesepeda wdisini wlebih 

wdiutamakan. 

Demikian wpemerintah w Kota wBalikpapan, wDinas w Perhubungan, wSatlantas wdan 

wSatpol wPP wKota wBalikpapan wmempunyai wtugas wdan wkewajiban wuntuk wmenegakkan 

wsuasana wyang wtertib. wSetiap wsatu wbulan wsekali wdari wketiga wlemebaga wtersebut wakan 

wmelakukan wpenertiban, wpenataan wdan wpembinaan wkepada wTukang wparkir wdan wPKL 

whal wini wsesuai wdengan wUndang- wundang wLalu wLintas wdan wAngkutan wJalan wnomor w22 

wtahun w2009, wuntuk wmenciptakan wkemaslahatan wbersama. 

1. w Al-Sulthah wal-qadha‟iyah w(Kekuasaan wYudikatif). 

Dalam w Siyasah w Dusturiyah w Sulthah w Qadha’iyyah w yaitu w kekuasaan 

w yudikatif wyang wmempunyai whubungan wdengan wtugas wdan wwewenang wperadilan, 

wada wdua wlembaga wterkait wpengguna wlajur wpesepeda wyaitu wwilayah wHisbah wdan 

wwilayah wQadha. wWilayah wHisbah wlembaga w yang wmenyelesaikan w perkara- 

w perkara w pelanggaran wringan wdisini wadalah wDinas wPerhubungan, wBadan 

wPengawasan wTranspormasi wDarat w(BPTD), wSatpol wPP, w dan wSatlantas wPolresta wKota 

w Balikpapan. w Dalam w hal wpengawasan wdilakukan woleh wBPTD wdan wDishub wsudah 

wmemastikan wbahwa wkebutuhan wlajur wseperti wmarkah wjalan wyang wmembentang wdi 

wkedua wjalan, wdan wrambu wtanda wlajur wpesepda wsudah wterpenuhi. w Kemudian w hal 

w pelanggaran w yang w terjadi w di w salah w satu w lajur w pesepeda w di wKota w Balikpapan 

w yaitu w pada w jalan w Jendral w Sudirman w Kawasan w Lapangan w merdeka 

yakni wpelanggaran wpraktik wparkiran wdan wpraktik wPKL. 

Dinas wPerhubungan wjuga wsebagai wpenanggung wjawab wterkait wpraktik 

wparkiran wmerujuk wpada wPerda wPenyelenggaraan wTransportasi wnomor w7 wtahun w2022 

wyaitu wpasal w47 wtentang wlarangan wkepada wmasyarakat wyang wbertindak wseperti 

wtukang wparkir wdan wpasal w57 wtentang wlarangan wmemarkirkan wkendaraan wpada wruas 

wruang wjalan. wPihak wDishub wsudah wmemberikan wsanksi wadministratif wsesuai wdengan 

wpasal w168 whuruf wa. wteguran wlisan wdengan wmenegur worang wyang wbertindak wseperti 

wtukang wparkir watau wtukang wparkir willegal. wDan wpada wpara wmasyarakat wyang 

wmemarkirkan wkendaraannya wdi watas wlajur wsepeda wpihak wDishub wmemberikan wsanksi 

wadministratif wsesuai wdengan wpasal w171 w huruf w a. w penempelan w stiker, w c. 

w pencabutan w pentil/ w pengembosan w ban w bermotor 188 
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dan/atau wd. wpemindahan/penderekan wkendaraan, wtetapi wfakta wdilapangan wmasih 

wbelum wmenimbulkan wefek wjera, wkarena wmasih wbanyaknya wkendaraan wyang wparkir 

wdi watas wlajur wpesepeda wyang wberada wdi wLapangan wMerdeka, wsehingga wmasih 

wmembuat wpara wpesepeda wterganggu. 

Satuan wPolisi wPamong wPraja wyang wsalah wsatu wtugas wnya wadalah wmenertibkan 

wPedagang wKaki wLima wsesuai wdengan wpasal w21 whuruf wa wdan we wPerda wKota 

wBalikpapan wnomor w05 wtahun w2021 wtentang wPenataan wdan wPembinaan wPKL, wmaka 

wakan wdikenakan wdenda wadministratif w(pasal w23) wberupa wteguran wlisan. wSetiap wsore 

whari wpetugas wsatpol wpp wsudah wmelakukan wpenertiban wsesuai wdengan wperda 

wtersebut. wNamun wsepertinya wjuga wmasih wbelum wmemberi wefek wjera wkarena wmasih 

wbanyak wpara wPKL wyang wmasih wmenjajakan wjualannya wdi watas wlajur wpesepeda 

wmembuat wpesepeda wmenjadi wkeluar wlajurnya wsehingga wmembahayakan wpesepeda 

wkarena wbercampur wdengan wpengendara wlainnya. 

Wilayah wQadha. wPelanggaran wyang wterjadi wdiatas wlajur wpesepeda wdi wKawasan 

wLapangan wMerdeka woleh wPedagang wKaki wLima w(PKL) wdan wpraktik wparkir wsudah 

wseringkali wdiberi wperingatan, wdan wketika wdilakukan wpenertiban wgabungan, wmaka 

wpelanggaran wperda wdikenakan wTindak wPidana wRingan w(Tipiring w) wsesuai wPerda 

wnomor w13 wTahun w2006 wtentang wKetertiban wUmum w(Tibum) woleh wSatpol wPP wdan 

wSatlantas wKota wBalikpapan wdan wwajib wmengikuti wsiding. wPengadilan wNegeri 

wBalikpapan wdalam whal wini wpun wtelah wmemberikan wsanksi wyang wkepada wpelanggar, 

wnamun wHakim wdalam wmemberikan wsanksi wkepada wpara wpelanggar wmasih wbelum 

wmenimbulkan wefek wjera wkarena wmereka wmasih wkembali wberjualan wlagi. 

Kemudian wPengadilan wNegeri wBalikpapan wdalam whal wmenyelesaikan wperkara 

wlaka wlantas woleh wpesepeda wdari whasil wwawancara wpeneliti wdengan wpihak wSatlantas 

wPolresta wKota wBalikpapan wmengatakan wbahwa wtidak wada wmenerima wlaporan wtentang 

wlaka wlantas wyang wterjadi woleh wpesepeda wkarena walih wfungsi wlajur. wPadahal wsetelah 

wpeneliti wmelakukan wobservasi wdan wwawancara wdengan wpara wpesepeda, wada 

wbeberapa wpara wpesepeda wyang wternyata wpernah wmengalami wlaka wlantas wkarena wdi 

wambilnya wlajur wmereka. wAlasan wmereka wtidak wmembawa wperkara wini wkeranah 

wpengadilan wadalah wkarena wmereka wbingung wakan wbagaimana whukum wmemihak?. 

Padahal wsudah wjelas wdidalam wUU wLLAJ wNomor w22 wtahun w2009 wpasal w284 

wtentang wsanksi wpidana wapabila wpara wpengendara wmotor wtidak wmengutamakan 

wkeselamatan wpejalan wkaki watau wpesepeda wakan wdipidana wdengan wpidana wkurungan 

wpaling wlama w2 w(dua) wbulan watau wdenda wpaling wbanyak wRp.500,000,00. wKemudian 

wpasal w299 wUU wLLAJ wnomor w7 wtahun w2009 wberbunyi w“Setiap worang wyang 

wmengemudikan wkendaraan wbermotor wyang wkarena wkelalaiannya wmengakibatkan 

wkecelakaan wlalu wlintas wdengan wkerusakan wkendaraan wdan/atau wbarang wsebagaimana 

wdimaksud wdalam wPasal w229 wayat 

(2) wdipidana wdengan wpidana wpenjara wpaling wlama w6 w(enam) wbulan wdan/atau wdenda 

wpaling wbanyak wRp w1.000.000,00 w(satu wjuta wrupiah)." 

Kemudian wperaturan wturunannya wpada wpelanggaran woleh wPraktik wParkir wdi watur 
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pada wPerda wPenyelenggaraan wTransportasi wnomor w7 wTahun w2022 wpasal w47 wdan wpasal 

w57, wpelanggaran woleh wPKL wdiatur wpada wPerda wPenataan wdan wPembinaan wPKL wnomor 

w5 wtahun w2021 wpasal w21. wSetiap wsatu wbulan wsekali wpihak wDishub w, wSatlantas, wdan 

wSatpol wPP wrutin wmelakukan wpenertiban wgabungan wkepada wPraktik wPKL wdan wPraktik 

wParkir, wbagi wpelanggar wyang wjelas wtelah wmelanggar wperda wdan wtipiring. wPelanggar 

wperda wdikenakan wtipiring woleh wSatpol wpp wdan wwajib wmengikuti wsidang. 

Mahkamah wAgung wRepublik wIndonesia wdan wPeradilan wKota wBalikpapan. wDari 

wUU wLLAJ wnomor w22 wtahun w2009 wMA wtelah wmenyediakan wpayung whukum wbagi wpara 

wpesepeda wbila wterjadi wpermasalahan wyang wdibawa wsecara wlitigasi wke wPengadilan, 

wdengan wdikeluarkannya wPeraturan wMahkamah wagung w(PERMA) wnomor w12 wtahun 

w2016 wtentang wTata wCara wPenyelesaian wPerkara wPelanggaran wLalu wLintas wsebagai 

wmaterial wbagi whakim wdalam wmemeriksa, wmemutuskan, wdan wmenyelesaikan 

wperkaranya. wDalam whal wini whakim wketika wmenjatuhkan whukuman wharus wmemastikan 

wtelah wsesuai wdengan wprinsip-prinsip wsyariah wdan wtidak wmerugikan whak-hak 

wpengguna wjalur wpesepeda. wlembaga wperadilan wharus wmemberikan wsanksi wyang 

wtegas wbagi wpelanggar waturan, wdan wmemastikan wbahwa wkeputusan wyang wdiambil 

wsesuai wdengan wprinsip-prinsip wkeadilan wdan wkebenaran. 

Dengan wdemikian, wimplementasi wUndang-Undang wnomor w22 wtahun w2009 

wtentang wLalu wLintas wdan wAngkutan wJalan wbagi wpengguna wjalur wpesepeda wtelah 

wtercermin wpada wnilai-nilai wSiyasah wSyari’yyah. 

 

Implementasi wUndang- wUndang wLalu wLintas wDan wAngkutan wJalan wNomor w22 wTahun 

w2009 wPerspektif wSiyasah wDusturiyah w: 
 

 

Alsulthan 

wTasri'iyyah 

w(Legislatif) 

 
Alsulthan 

wTanfidziyya

h 

(Eksekurif) 

 
Alsulthan 

Qadha'iyyah 

w(Yudikatif) 

Undang- wundang wnomor w22 wtahun 

w2009 wtentang wLalu wLintas wdan 

wAngkutan wJalan 

Dinas wPerhubungan 

Kota wBalikpapan 

Wilayah wHisbah 

- Dinas 

wPerhubungan 

wKota 

wBalikpapan 

- Pengadilan 

wNegeri wKota 

wBalikpapan 
Peraturan wPemerintah wnomor 

79 wtahun w2013 wtentang wJaringan 

wLalu wLintas wdan wAngkutan wJalan 

Badan wPengolaan 

wTransportasi wDarat 
Wilayah wQadha 

- Satuan wPolisi 

wLalu wLintas 

wPolresta wKota 

wBalikpapan 

- Satuan wPolisi 

wPamong 

wPraja 
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Peraturan  Menteri 

wPerhubungan wnomor w59 wtahun 

w2020 wtentang Keselamatan 

Pesepeda wdiJalan 

Satuan wPolisi wLalu 

wLintas wPolresta 

wKota wBalikpapan 

 

Peraturan w Daerah w Kota 

w Balikpapan wnomor w7 wtahun w2022

 tentang 

wPenyelenggaraan 

Transportasi 

Satuan wPolisi 

wPamong wPraja w Kota 

wBalikpapan 

 

Peraturan wDaerah wKota wBalikpapan 

wnomor w 12 w tahun w 2012 w tentang 

w Rencana wTata wRuang Wilayah

 Kota wBalikpapan 

w2013-2023 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qonun: wVolume w7 wNomor w2 w(2023) 191 



III. KESIMPULAN 

Berdasarkan whasil wpenelitian wdan wpembahasan wyang wtelah wdiuraikan wmaka 

wdapat wdisimpulkan wupaya wpemerintah wKota wBalikpapan wterhadap wpemenuhan whak 

wpesepeda wyakni wupaya wkebijakan, wpemerintah wKota wBalikpapan wbaru- wbaru wini 

wmengeluarkan wPerda wnomor w7 wtahun w2022 wtentang wPenyelenggaraan wTransportasi 

wyang wdi wdalam wperda wtersebut wbanyak wmembahas wtentang wpemenuhan whak 

wpesepda. wUpaya wPerencanaan,pembangunan, wdan wperawatan wdibeberapa wjalan. 

wUpaya wpengaturan wlalu wlintas wyang wbaik wdengan wmelakukan wpenertiban wpada 

wmasyarakan wyang wmengalih wfungsikan wlajur wpesepeda wmenjadi wtempat wberjualan 

wdan wparkir. wSerta wpeningkatan wkesadaran wmasyarakat wdengan wsosialisasi. 

Faktor- wfaktor wpenghambat watau wkendala wyang wdihadapi wdalam wimplementasi 

wUndang- wundang wlalu wlintas wdan wangkutan wjalan wNomor w22 wTahun w2009 wterhadap 

wpengguna wjalur wpesepeda wdi wKota wBalikpapan wyaitu wkesadaran wmasyarakat wKota 

wBalikpapan wyang wmasih wkurang wkhususnya wpada wkawasan wLapangan wMerdeka 

wJalan wJendral wSudirman. wInfrastruktur wyang wkurang wmemadai, wKurangnya 

wpenegakan whukum. wAturan wpada wUndang-Undang wNomor w22 wTahun w2009 wdan 

wPerda wKota wBalikpapan wnomor w7 wTahun w2022 wbelum wditerapkan wsecara wmaksimal 

wdikarenakan wAparatur wyang wberwenang wseperti wSatpol wPP wdan wSatlantas wuntuk 

wmemberikan wsanksi wkepada wpara wpelanggar wmemberikan wkelonggaran watau 

wtoleransi wdengan walasan wmasyarakat wyang wberjualan wdi watas wlajur, wataupun wyang 

wmenyulap wlajur wsepeda wsebagai wlahan wparkir wuntuk wmencari wmakan. 

Dan wimplementasi wUndang- wundang wnomor w22 wtahun w2009 wtentang wLLAJ wpada 

wjalur wpesepeda wdi wKota wBalikpapan wtelah wtercermin wterhadap wnilai- wnilai wSiyasah 

wSyari’yyah wyaitu wPemerintah wKota wBalikpapan wsebagai wAl-Sulthah wal-Tasri’iyyah 

wyaitu wmembuat wPerda wKota wBalikpapan wnomor w7 wTahun w2022 wtentang 

wPenyelenggaraan wTransportasi wyang wmembahas whak- whak wdan wkeselamatan 

wpesepeda, wAl-Sulthah wal- wtanfidziyah wyakni wDinas wperhubungan, wdan wBPTD 

wKaltimtara, wSatlantas wPolresta wDan wSatpol wPP wkota wBalikpapan wmemastikan 

wpelaksanaan waturan wdilakukan wdengan wbaik wdan wdalam wmemberikan wsanksi 

wkepada wpelanggar. wDan wPeradilan wNegeri wBalikpapan wsebagai wAl-Sulthah wal-

qadha‟iyah wyang wmemastikan wbahwa waturan wyang wdibuat wdan wditerapkan wsesuai 

wdengan wprinsip-prinsip wsyariah wdan wtidak wmerugikan whak-hak wpengguna wjalur 

wpesepeda. 
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